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ABSTRACT

The Public Service Mall (Mal Pelayanan Publik or MPP) is designed to integrate
public services in one accessible location. However, the land service counter at
MPP Klaten Regency has not been optimally used, although land services are
strategic for legal certainty and community needs. This study aims to examine the
implementation of land services at MPP Klaten Regency and to analyze the factors
influencing public interest in using the service. A mixed-method approach was
applied through interviews with land office personnel and questionnaire
distribution to 40 service users. Qualitative data were analyzed through reduction,
presentation, and conclusion drawing, while quantitative data were tested using
multiple linear regression after validity, reliability, and classical assumption tests.
The findings show that land services at MPP Klaten have operated since 2022 but
remain limited to information and consultation services. Partially, service quality
and location significantly affect public interest, while public knowledge has no
significant effect. Simultaneously, service quality, location, and public knowledge
significantly influence public interest, with an R Square value of 0.282. The study
concludes that increasing public interest requires broader service types, competent
permanent staff, targeted socialization, and stronger coordination between the
Land Office and MPP management.

Keywords: Land Services, Public Service Mall, Public Interest, Service Quality,
Klaten.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Pelayanan Publik menurut Erlianti (2019) yaitu kegiatan memberikan
layanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang dan
prosedur operasional yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan,
pelayanan publik menjadi penting karena merupakan tanda kehadiran negara
dalam melayani kebutuhan dan hak dasar masyarakatnya. Keberhasilan
pelayanan publik diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Hardiyansyah, 2018).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
telah menerapkan inovasi berupa pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai
pusat integrasi layanan dari berbagai instansi. Berdasarkan hasil penelitian
terdahulu, salah satu cara dalam meningkatkan kualitas layanan publik berupa
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik. Penelitian oleh
Sembiring (2021) menunjukkan bahwa kehadiran Mal Pelayanan Publik
(MPP) dapat mempercepat proses birokrasi dan mempermudah akses layanan
bagi masyarakat. Sementara itu, studi dari Mumayyisah dkk. (2024)
menekankan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat menjadi konsep dasar
dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terukur.
Selanjutnya Jannah & Khotimah (2024) menjelaskan Mal Pelayanan Publik
(MPP) adalah pusat layanan yang dirancang untuk menyediakan berbagai
layanan publik secara terpadu dalam satu lokasi. Kehadiran MPP diharapkan
mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, memberikan
jaminan kepastian hukum, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam
proses pelayanan.

Ariyanti dkk (2024) menjelaskan, MPP diperkenalkan pertama kali ke
publik sebagai sebuah bentuk kebijakan pada Tahun 2017. Kehadiran MPP di
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Tahun 2017 juga ikut mendongkrak nilai Indeks Pelayanan Publik secara
nasional. Pengembangan MPP semakin diperjelas dengan kebijakan nasional
Permen PANRB No. 23 Tahun 2017 lalu dicabut oleh Permen PAN & RB No
92 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP. Selanjutnya
diperkuat Perpres No 89 Tahun 2021 tekait Penyelenggaraan MPP.

Pada akhir Tahun 2023 sudah diresmikan MPP sebanyak 175 MPP di
seluruh Indonesia. Kemudian pada akhir Tahun 2024, MPP sudah diresmikan
menjadi 230 MPP di seluruh Indonesia (Ariyanti dkk, 2024). Selanjutnya
Saputra (2025) menjelaskan bahwa sampai pada tanggal 15 Desember 2025
sudah diresmikan MPP menjadi 296 di seluruh Indonesia dari 514
kabupaten/kota. Kementrian PANRB (2024) juga menjelaskan dari 38 Provinsi
yang ada di Indonesia, terdapat 4 Provinsi dimana seluruh kabupaten/kota-nya
sudah memiliki MPP. 4 Provinsi tersebut adalah Provinsi Banten, DI
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali. Dapat diartikan bahwa MPP di Provinsi
Jawa Tengah sudah berjumlah 35 MPP yang berada di Kabupaten/Kota.

Andani dkk (2019) menyatakan bahwa salah satu bidang pelayanan
publik yang memiliki posisi sangat penting adalah pelayanan pertanahan. Hal
tersebut disebabkan peran pertanahan merupakan salah satu kebutuhan
masyarakat dan mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah
sebagai salah satu nilai ekonomis. Menurut Bekak dkk, (2023) pelayanan
pertanahan merupakan serangkaian proses yang diselenggarakan oleh
pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
memberikan layanan administratif kepada masyarakat terkait penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan
pertanahan memiliki peran yang strategis dalam pelayanan publik karena juga
berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Kementerian ATR/BPN sendiri telah berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan pertanahannya seperti yang tercantum dalam Permen ATR/BPN No
12 Tahun 2025 mengenai Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 - 2029

untuk melakukan kegiatan pertanahan yang memiliki kepastian hukum yang
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berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari upaya tersebut
diharapkan kualitas pelayanan pertanahan dapat lebih meningkat sehingga
dapat berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, penelitian sebelumnya menerangkan bahwa pelayanan publik
pada pertanahan masih kurang maksimal dalam kepuasan masyarakat. Safitri
& Meirinawati (2020, dalam Ramadan 2023) bahwa sekitar 14% laporan yang
diterima Ombudsman RI setiap tahun berkaitan dengan pelayanan di
lingkungan BPN, yang dinilai memerlukan waktu penyelesaian cukup lama
dan sering menimbulkan rasa kecewa masyarakat. Dari data tersebut, dapat
disimpulkan masyarakat belum sepenuhnya merasa puas oleh pelayanan
pertanahan yang telah difasilitasi oleh BPN. Oleh karena itu, pelayanan
pertanahan harus ditingkatkan oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelayanan pertanahan
yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kantor Pertanahan meliputi
pendaftaran tanah, pengukuran bidang tanah, pengecekan sertipikat,
permohonan ROYA, permohonan Hak Tanggungan Elektronik, pengaduan
masyarakat, dan lain-lain. Dalam prakteknya di lapangan, pelayanan tersebut
selain dilakukan di Kantor Pertanahan, beberapa daerah di Indonesia di
fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui MPP yang sudah dibahas
sebelumnya. Maka dari itu inovasi MPP ini dianggap perlu untuk diteliti dalam
hal pelayanan pertanahannya.

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik, memandang perlu adanya sistem pengelolaan pelayanan
yang terpadu dan terintegrasi antar instansi pada satu lokasi, yaitu Mal
Pelayanan Publik. Kebijakan ini dituangkan dalam Perbup No 04 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan MPP. Berdasarkan akun resmi Instagram MPP
Klaten, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten telah diresmikan pada hari
Selasa, 23 November 2022 oleh Gubernur Jawa Tengah bersama Bupati
Klaten.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2013, Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten memiliki kategori Tipe A dengan berkas
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permohonan dan jumlah pengunjung yang tinggi setiap harinya. Hal ini
diperkuat dengan kajian oleh (Sagari & Mujiati 2022) menjelaskan bahwa
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerima permohonan rata-rata antara
70 hingga 100 permohonan layanan HT-el setiap harinya. Dari penjelasan
tersebut dapat diketahui bahwa jumlah berkas permohonan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten lebih dari 100 berkas permohonan per hari.

Menurut situs resmi instagram MPP Klaten hingga Bulan Januari 2025
jumlah pengunjung MPP Kabupaten Klaten berjumlah 6077 orang. Tetapi,
gerai pelayanan Kantah Klaten bukan termasuk Top 10 kunjungan terbanyak.
Kemudian berdasarkan observasi awal rata-rata pengunjung gerai pelayanan
pertanahan di MPP berjumlah 2-3 orang perhari. Maka, dari data tersebut minat
masyarakat yang datang pada Gerai Pelayanan Kantah Klaten di Mal
Pelayanan Publik termasuk rendah.

Padahal, Menurut Aryawan (2021), banyak manfaat yang akan didapat
oleh masyarakat ketika datang ke Mal Pelayanan Publik. Seperti kemudahan
dalam mengurus berbagai urusan pertanahan. Kemudian tidak ada lagi
keharusan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan jauh guna mengakses
layanan di kantor pertanahan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan di
Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak hanya pada gerai Kantah Klaten saja,
namun juga pada gerai pelayanan instansi lainnya, Selaras dengan pendapat
Febriyanti dkk (2025), MPP mengimplementasikan prinsip one stop service.
Masyarakat hanya perlu mendatangi satu lokasi Mal Pelayanan Publik untuk
mendapatkan berbagai jenis layanan. Dari segi pertanahan, Mal Pelayanan
Publik adalah salah satu cara untuk menguraikan tingginya jumlah pemohon di
Kantor Pertanahan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan pelayanan
pertanahan tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah atau aparatur
pertanahan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh peranan aktif masyarakat
sebagai pengguna layanan. Partisipasi masyarakat tersebut berkaitan erat
dengan minat masyarakat untuk mengakses pelayanan pertanahan. Selaras

dengan pendapat Cristiningsih (2025), minat masyarakat yang semakin tinggi
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akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kegiatan yang
diluncurkan oleh Kantor Pertanahan tersebut.

Dari pendapat Rahmawati (2024) dan Cristiningsih (2025) dapat
diambil kesimpulan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam proses
pelayanan pertanahan. Semakin rendah minat masyarakat melakukan
pelayanan pertanahan di MPP Kabupaten Klaten, semakin rendah pula tingkat
keberhasilan pelayanannya. Rendahnya minat masyarakat terhadap pelayanan
pertanahan di MPP Kabupaten Klaten dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Prasaja & Wiratno (2019)
berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang berperan dalam menentukan
tinggi rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi atau terlibat dalam
suatu kegiatan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk
mengidentifikasi  faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya minat
masyarakat terhadap pelayanan pertanahan di MPP Kabupaten Klaten.

Penelitian yang secara khusus membahas pelayanan pertanahan di Mal
Pelayanan Publik (MPP) belum pernah dilakukan. Sebagian besar penelitian
sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan secara keseluruhan di MPP.
Penelitian oleh Suryana (2019) menyoroti tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik, sedangkan Kajian oleh Hasiholan
dkk. (2020) mengkaji implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dipandang penting karena diharapkan
dapat memberikan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
dalam mengoptimalkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai alternatif
layanan pertanahan yang lebih efektif, sehingga mampu mengurangi jumlah
antrean pengunjung terhadap pelayanan di kantor utama sekaligus
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Dengan
demikian, peneliti menetapkan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan di

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten.”
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B. Rumusan Masalah
Berikut ini rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti:
1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Klaten?
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk
memanfaatkan pelayanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Klaten?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelayanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor — faktor yang mempengaruhi minat masyarakat
untuk memanfaatkan pelayanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten sebagai bahan evaluasi program yang telah
dilaksanakan, terutama ditinjau dari faktor minat masyarakat untuk
mengoptimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik.

2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan
lainnya agar dapat menerapkan kegiatan atau layanan yang serupa guna
meningkatkan pelayanan publik.

3. Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam proses
penelitian lapangan serta meningkatkan Keterampilan peneliti dalam

melakukan analisis data.

E. Batasan Penelitian
1. Penelitian hanya berfokus pada pelayanan pertanahan yang diberikan
melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten, tidak mencakup

seluruh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan utama atau di lokasi lain.
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2. Sasaran penelitian adalah masyarakat pemohon layanan pertanahan di Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten, sehingga hasil tidak serta-

merta dapat digeneralisasi ke pelayanan lainnya.
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BAB V1
PENUTUP

A. Kesimpulan

L.

Pelayanan pertanahan di MPP Kabupaten Klaten telah dilaksanakan oleh
Kantah Klaten sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan terpadu.
Pelayanan tersebut telah berjalan sejak tahun 2022 dan dilaksanakan setiap
hari sesuai dengan jadwal pelayanan yang ada. Namun, jenis pelayanan
pertanahan yang tersedia masih terbatas pada layanan informasi dan
konsultasi. Pelayanan teknis seperti pendaftaran tanah, penghapusan
ROYA, pemecahan bidang, pemisahan bidang, dan layanan lainnya masih
dilakukan di Kantah. Kondisi tersebut yang menyebabkan pemanfaatan
layanan pertanahan di MPP belum optimal.

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan
dan variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat
dalam menggunakan layanan pertanahan di MPP Kabupaten Klaten.
Sementara variabel pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh signifikan
terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan pertanahan di
MPP Kabupaten Klaten. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa
variabel kualitas pelayanan, lokasi, dan pengetahuan masyarakat secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam

menggunakan layanan pertanahan di MPP Kabupaten Klaten.

B. Saran

1. Kantah Kabupaten Klaten perlu mengembangkan jenis pelayanan

pertanahan yang tersedia di MPP Kabupaten Klaten seperti 7 layanan
prioritas. Sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke
gerai pertanahan di MPP dan dapat mengurangi jumlah antrean pemohon di
Kantah Kabupaten Klaten

Kantah Kabupaten Klaten sebaiknya menyediakan petugas tetap yang

berkompeten sehingga dapat membuka jenis pelayanan baru.

. Sosialisasi mengenai keberadaan gerai pertanahan di MPP perlu dilakukan

secara lebih intensif dan tepat sasaran. Penyampaian informasi melalui
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sosial media tetap perlu dilanjutkan dan pembuatan banner informasi serta
sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat desa, PPAT, dan Notaris,
. Pengelola MPP (DPMPTSP) perlu memperkuat pengawasan kepada
instansi yang belum menerapkan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
telah ditetapkan.

. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan gerai pertanahan di MPP
Kabupaten Klaten terutama untuk memperoleh informasi awal dan
konsultasi. Layanan ini dapat membantu masyarakat mempersiapkan
dokumen persyaratan sebelum mengajukan permohonan ke Kantah
Kabupaten Klaten

. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang
belum diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut penting karena hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat 71,8% faktor lain.
Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan pelayanan
pertanahan di MPP Kab Klaten dengan pelayanan pertanahan di MPP

daerah lain.
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